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P U T U S A N

Nomor 2355/Pdt.G/2022/PA.Sdn

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

gugat kumulasi hak asuh anak (hadhanah) antara:

Penggugat,  lahir  di  Sido  Mulyo,  tanggal  15  Januari  1991,  umur  31  tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA (Sekolah  Lanjutan

Tingkat Atas), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di

Kabupaten  Lampung  Timur,  selanjutnya  disebut

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  tempat dan tanggal lahir Bumi Harjo, 12 Mei 1986, umur 36 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA  (Sekolah  Lanjutan

Tingkat Atas), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di

Kabupaten  Lampung  Timur,  selanjutnya  disebut

sebagai Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan laporan mediator serta

saksi-saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  15 November

2022 yang  terdaftar  secara  e-court di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Sukadana  pada  hari  itu  jugadengan  register  perkara  Nomor

2355/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan  Sekampung,  Kabupaten
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Lampung Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

0433/38/X/2019, tertanggal 15 Oktober 2019;  

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat  dan Tergugat  dilaksanakan atas

dasar  suka  sama  suka,  Penggugat  berstatus  perawan  dan  Tergugat

berstatus perjaka;  

3. Bahwa setelah  menikah,  Penggugat  dan Tergugat  tinggal  bersama di

rumah orang tua Penggugat selama 2,5 tahun sampai pisah rumah dan

sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :

- ANAK, usia 2 tahun; 

4. Bahwa sejak akhir  bulan Oktober  tahun 2019 keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, Tergugat

sering salah paham terhadap Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah

tanpa izin dan pulang tidak tahu waktu, sehingga terjadilah pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan

mengingatkan  Tergugat  untuk  merubah  sikap,  namun  Tergugat  tidak

berubah;  

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret tahun 2021, terjadi pertengkaran

masalah  yang  sama  yaitu,  Tergugat  sering  salah  paham  terhadap

Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa izin dan pulang tidak

tahu  waktu,  Tergugat  sering  marah  dan  saat  marah  pergi  dari  rumah,

Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, hingga akhirnya terjadilah

pertengkaran yang cukup hebat  antara  Penggugat  dan Tergugat  hingga

Tergugat  pergi  dari  rumah  dan  mengontrak  rumah  di  Desa  Sidomulyo,

Kecamatan  Sekampung,  Kabupaten  Lampung  Timur,  antara  Penggugat

dan Tergugat  sudah pisah rumah sejak bulan  Maret  tahun 2021,  sudah

tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;  

6. Bahwa  oleh  karena  anak  hasil  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

sebagai  pemegang  hak  hadhanah  (pemeliharaan)  atas  anak  hasil

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;  

7. Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;  
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8. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan gugatan ini  sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  untuk  itu

Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sukadana

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;  

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3. Menetapkan Penggugat sebagai  pemegang hak asuh atas anak yang

 bernama ANAK, lahir tanggal 7 November 2020; 

 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi

satu  anak tersebut; 

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;      

 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Kehadiran Pihak-Pihak yang Berperkara

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat

didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat (in person) hadir di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Kuasa

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat

sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Upaya Damai dan Penasehatan oleh Majelis Hakim

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  maksimal  melakukan  upaya

perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan

Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut
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tidak  berhasil  dan  Penggugat  menyatakan  tetap  pada  gugatannya  hingga

putusan dibacakan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa untuk  mengoptimalkan upaya perdamaian,  Majelis  Hakim telah

memerintahkan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  menempuh  proses

mediasi  dengan perantaraan Mediator, Intan Miftahurahmi,  Lc. Hakim pada

Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi

tanggal 1 Desember 2022, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi

tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Proses Jawab Menjawab

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil,  maka proses beracara

dilanjutkan  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum  dengan  pemeriksaan  pokok

perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas  gugatan Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah  memberikan

jawaban  secara  lisan  pada  sidang  tanggal  1  Desember  2022  yang  pada

pokoknya  membantah  penyebab  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 benar;

2. Bahwa posita poin 2 benar;

3. Bahwa posita poin 3 benar;

4. Bahwa  posita  poin  4  benar namun  untuk  penyebabnya  bukan  salah

paham akan tetapi karena Penggugat sering menolak berhubungan badan

dengan saya dan yang perlu saya luruskan adalah:

- Tidak benar setiap saya pergi tidak izin dengan Penggugat karena

setiap pergi saya selalu izin dengan Penggugat dan saya pergipun untuk

bekerja bukan untuk hal yang tidak penting, memang benar saya sering

pulang larut malam namun hal itu saya lakukan untuk berdagang hingga

lembur mencari nafkah untuk keluarga saya;
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- Tidak benar Penggugat sudah bersabar dan mengingatkan saya

untuk merubah sikap namun sebaliknya Penggugat sering mendiamkan

saya ketika saya memberikan nasihat kepada Penggugat;

5. Bahwa posita poin 5  tidak  benar,  karena tidak ada pertengkaran, dan

tidak benar pada tanggal 5 Maret 2021 saya pergi dari rumah kediaman

bersama karena saya pergi pada tanggal 5 Maret 2022  karena diusir oleh

Penggugat  sehingga  saya  mengontrak  rumah  di  Desa  Sidomulyo

Kecamatan Sekampung untuk menenangkan diri saya, saya marah kepada

Penggugat karena Penggugat menolak untuk berhubungan badan dengan

saya, dan tidak benar saya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa posita poin 6, saya keberatan menyerahkan hak asuh anak 

kepada Penggugat;

7. Bahwa posita poin 7 tidak benar,  karena tidak pernah ada mediasi oleh

pihak keluarga;

8. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Replik Pengugat

Bahwa atas jawaban Tergugat  tersebut,  Penggugat  telah memberikan

replik secara lisan tertanggal 1 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak

jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan;

Duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik

secara lisan tertanggal 1 Desember 2022 yang pada pokoknya Tergugat tetap

mempertahankan  jawaban  Tergugat  dan  keberatan  bercerai  dengan

Penggugat;

Acara Pembuktian

Pembuktian dari Penggugat

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti secara langsung di ruang sidang berupa:

A. B

ukti Surat.

1. Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk atas nama Penggugat,  Nomor

Induk  Kependudukan  1807055501910003  tanggal  9  Juli  2020,  yang
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aslinya  dikeluarkan  oleh  Dinas  kependudukan  dan  Catatan  Sipil

Kabupaten  Lampung  Timur,  bukti  surat  tersebut  telah  di-nazzegelen

dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0433/38/X/2019 yang aslinya

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung,

Kabupaten  Lampung  Timur,  tanggal  15  Oktober  2019,  bukti  surat

tersebut  telah  di-nazzegelen  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya

(kode bukti P.2);

3. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  XXX,  tertanggal  4

Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor

Pos dengan meterai cukup, bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dan

telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas

pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menerima dan mengakui bukti surat yang

diajukan oleh Penggugat;

B.

Bukti Saksi.

Saksi  1,SAKSI  1,  umur  41  tahun,  agama Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,

tempat  tinggal  di  Kabupaten  Lampung  Timur.  Saksi  adalah  Paman

Penggugat,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah

tangga terakhir di  rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka

berpisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan

harmonis,  namun sejak  bulan  Januari  tahun 2020 terjadi  perselisihan

dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  sering  pergi  dari  rumah

pada saat marah;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  sedang

bertengkar;
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- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sejak bulan Maret tahun 2022 yang lalu;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

- Bahwa  Penggugat  dan Tergugat telah dikaruniai  1  (satu)  orang

anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dalam kondisi

sehat dan tumbuh kembang yang baik;

- Bahwa  Penggugat  taat  dalam  menjalankan  ibadah  dan  tidak

pernah terlibat masalah kesusilaan;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat

tinggal  di  Kabupaten  Lampung  Timur.  Saksi  adalah  Kakak  Kandung

Penggugat,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah

tangga terakhir di  rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka

berpisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan

harmonis, namun sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang  disebabkan  masalah  ekonomi  dimana  Tergugat  ingin

mengembangkan usahanya namun Penggugat tidak menyetujuinya dan

Tergugat  sering  pergi  dari  rumah  pada  malam  hari  tanpa  izin  dan

keperluan yang jelas;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sejak bulan Maret tahun 2022 yang lalu;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

- Bahwa  Penggugat  dan Tergugat telah dikaruniai  1  (satu)  orang

anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dalam kondisi

sehat dan tumbuh kembang yang baik;

- Bahwa  Penggugat  taat  dalam  menjalankan  ibadah  dan  tidak

pernah terlibat masalah kesusilaan; 
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Bahwa  terhadap  keterangan  para  saksi  Penggugat,  Penggugat

membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

3. Bukti Elektronik

3.1. Video  rekaman  yang  diserahkan  melalui  perangkat  flask  disk,

tidak diuji keautentikan diberi tanda (bukti P.4);

Bahwa,  video  rekaman  tersebut  telah  diperlihatkan  isinya  di

persidangan dan dibantah oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti surat, dua orang saksi  dan bukti

elektronik yang telah diajukan oleh Penggugat ke hadapan persidangan dan

Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Acara Pembuktian dari Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan

bukti secara langsung di persidangan berupa bukti elektronik yaitu :

- Video rekaman yang diserahkan melalui perangkat flask disk, tidak diuji

keautentikan diberi tanda (bukti T);

Bahwa, video rekaman tersebut telah diperlihatkan isinya dipersidangan

dan dibantah oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan

mengajukan sesuatu apapun lagi;

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa oleh  karena Penggugat  dan Tergugat  telah  mencukupkan alat

bukti,  maka  selanjutnya  Penggugat  dan  Tergugat  diberi  kesempatan  untuk

mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat dan Kesimpulan Tergugat

Bahwa,  selanjutnya  Penggugat telah  memberikan  kesimpulan  secara

lisan pada tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap

dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan

putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;
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Bahwa, selanjutnya Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan

pada tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya Terggugat tetap dengan

jawaban semula dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  maka ditunjuk segala

hal  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini,  yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Mengadili

Kompetensi Absolut

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  huruf  (a)  Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama yang isi  dan pasalnya tidak  diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  (vide

penjelasan  Pasal  49  Huruf  a  angka  9  dinyatakan  salah  satu

kompetensi/kewenangan  peradilan  agama adalah  gugatan  perceraian,  maka

perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah

hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan ketentuan Pasal  4

Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  juncto

Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor

200/KMA/SK/X/2018  tanggal  9  Oktober  2018  merupakan  wilayah  yurisdiksi

Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah

hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang

mewilayahi  kediaman Penggugat  dalam perkara  ini  yaitu  Desa  Sido  Mulyo,
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Kecamatan  Sekampung,  Kabupaten  Lampung  Timur dan  terhadap  surat

gugatan  Penggugat,  Tergugat  tidak  ada  menyampaikan  keberatan  (eksepsi

kompetensi), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara

a quo (relative competentie);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut (vide Pasal 145 R.Bg.  juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan),  Penggugat  didampingi  kuasa  hukumnya dan

Tergugat (in person) menghadap di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim

menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis

Hakim  akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  legal  standing Penggugat

dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  dalam  mengajukan  perkara  a  quo,  Penggugat

mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah

yang  telah  melaksanakan  pernikahan  secara  Islam  sesuai  dengan  aturan

perkawinan  di  Indonesia  dan  saat  ini  Penggugat  ingin  bercerai  dengan

Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat, maka quod est Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang  Peradilan  Agama juncto Pasal  20  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan  dan  Pasal  132  Ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam,

Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Upaya Damai
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Upada Damai dan Penasehatan oleh Majelis Hakim

Menimbang,  bahwa  karena  Penggugat  dan  Tergugat  hadir  ke

persidangan,  maka  Majelis  Hakim  berusaha  dengan  sungguh-sungguh

mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  agar  tetap  mempertahankan  rumah

tangganya, quod est Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 65 dan 82 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal  39 Ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1

dan  2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  dan  Pasal  115

Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai

putusan ini dijatuhkan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang,  bahwa  sesuai  ketentuan  Pasal  4  Ayat  (1)  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Mediasi  di  Pengadilan,  Majelis  Hakim  telah  memerintahkan  Penggugat  dan

Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan

Mediator,  Intan Miftahurahmi, Lc Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana,

namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Desember 2022, upaya mediasi

dinyatakan gagal, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat

dapat  disimpulkan  bahwa  Penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  cerai

terhadap Tergugat  telah mendalilkan pada pokoknya bahwa mulanya rumah

tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret

tahun 2021 pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah  sering

terjadi adanya perselisihan dan percekcokan yang disebabkan: Tergugat sering

salah paham terhadap Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa izin

dan pulang tidak tahu waktu, Tergugat sering marah dan saat marah pergi dari
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rumah,  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  lahir  dan  batin.  Bahwa  puncak

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tersebut

terjadi  sejak  bulan  Maret  tahun  2021  karena  pertengkaran  Tersebut  antara

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan

Penggugat berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi

dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut di atas, Penggugat

telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3. Menetapkan Penggugat sebagai  pemegang hak asuh atas anak yang

 bernama ANAK, lahir tanggal 7 November 2020; 

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi

satu  anak tersebut; 

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsidair:

- A

pabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

(ex aequo et bono);

Formil Gugatan

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  telah  memuat

unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para

pihak,  posita,  dan  petitum,  dan  alasan  perceraian  yang  dikemukakan  oleh

Penggugat  juga  telah  berdasarkan  hukum,  yakni  perselisihan  dan

pertengkaran, quod est Pasal 39 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) poin

f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  juncto Pasal 19

huruf  f Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Pasal  116

huruf  f Kompilasi  Hukum Islam,  maka  gugatan  Penggugat  telah  memenuhi

syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;
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Tentang Gugatan  Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  posita  gugatan  Penggugat

tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita  gugatan

Penggugat adalah  Pasal  19 huruf f  Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun

1975, jo. Pasal 116 huruf f   Kompilasi  Hukum Islam, dengan demikian yang

menjadi  pokok masalah dalam gugatan cerai  ini  adalah apakah benar  yang

dipositakan  oleh  Penggugat  atau  apakah  benar  antara  Penggugat  dengan

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak

ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, berdasarkan gugatan tersebut bahwa  gugatan Penggugat

adalah   gugatan  kumulatif  (samenvoeging  van  vordering)  yaitu  gugatan

perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang  hak

hadhanah,  maka  Majelis  berpendapat  bahwa  kumulasi  yang  demikian

karena  masih  menyangkut  akibat  perceraian dan  antara gugatan  perceraian

dengan gugatan hak hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat

maka  kumulasi  tersebut dapat  dibenarkan  karena  sesuai  dengan  maksud

pasal  86 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 jo. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal

17 Maret 2004;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena

gugatan  perceraian  dan  gugatan  hak  hadhanah berhubungan  sangat  erat

dan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  maka  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa  gugatan  kumulasi  antara  gugatan  perceraian  dengan

hak  pemeliharaan  anak (hadhanah)  dapat diterima  dan diperiksa  secara

bersama-sama dalam perkara ini;

Jawaban Menjawab

Menimbang,  bahwa  dari  tahapan  jawab  menjawab  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  telah  ditemukan  fakta  kejadian  yang  diakui  oleh  Tergugat
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secara bulat dan murni (aveu pur et simple) atau membenarkan secara tegas

(expressis  verbis)  terhadap  posita  gugatan  nomor  1  (satu),  2  (dua),  dan  3

(tiga),  adapun terhadap posita mengenai pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat sebagaimana posita gugatan nomor 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7

(tujuh), dibantah oleh Terugat dan terhadap posita gugatan nomor 8 (delapan)

Tergugat memberikan tanggapan jika keberatan bercerai dengan Penggugat;

Beban Pembuktian

Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  dalil  gugatan  Penggugat  tentang

kondisi  hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan

sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat,

dimana  alasan  tersebut  mengarah  kepada  alasan  perceraian  yang  termuat

dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

9  tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan dan Pasal  116 huruf  f  Kompilasi  Hukum Islam,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  berdasarkan  asas  atau  prinsip  mempersulit

terjadinya  perceraian  yang  terdapat  di  dalam  Penjelasan  Umum  huruf  (e)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  pengakuan

Tergugat secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka

quod est Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (burden

proof) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-

dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang,  bahwa  asas  atau  prinsip  hukum  perkawinan  yang

dikemukakan  di  atas  juga  sejalan  dengan  doktrin  hukum  acara  yang

dikemukakan  oleh M.  Yahya  Harahap,  S.H.,  dalam  bukunya  Hukum  Acara

Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat

Majelis Hakim, bahwa “Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan

yang  dapat  merugikan  pihak  kedua  dalam  bidang  hukum  yang  tidak

dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang

hukum hak keluarga dan pribadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan

oleh  Penggugat  adalah  perselisihan  dan  pertengkaran,  sebagaimana
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dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan

tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. B

ahwa  antara  suami  istri  benar-benar  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2. B

ahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut

dan  siapa  penyebabnya  yang  kemudian  hal  ini  harus  dipertimbangkan

apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan

suami istri;

3. B

ahwa apakah benar antara suami istri  tidak ada lagi  harapan akan hidup

rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, maka

quod  est Pasal  283  R.Bg,  Majelis  Hakim  memberikan  beban  pembuktian

(burden  proof)  kepada  Penggugat  guna  membuktikan  dalil-dalil  dan

kepentingan hukum masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing

bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Alat Bukti Surat

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  tertulis  yang  diajukan  oleh  Penggugat

adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Kutipan Akta

Nikah yang telah diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti

P.1 dan P.2 yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang

ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide:

Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata),  bermaterai  cukup,

sehingga sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor

10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai,  bukti  tersebut  dapat  dipertimbangkan

lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,
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maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 Ayat (2) R.Bg juncto Pasal

1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat

bukti  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  mengikat  (bindende

bewijskracht) dan sempurna (volledig bewijskracht);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  P.1  yang  kekuatan

pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti

tersebut  relevan  dengan  perkara  a  quo,  namun  bukti  tersebut  diakui  oleh

Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  kekuatan  hukum  pembuktiannya  sama

dengan  aslinya.  Bukti  surat  tersebut  di-nazagelen  dan  telah  membuktikan

bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  Kabupaten  Lampung  Timur,

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi

relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang,  bahwa berdasarkan alat  bukti  P.2 tersebut di  atas, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6, dan 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat  telah

dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal  15 Oktober 2019 yang

dilaksanakan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang,  bahwa alat  bukti  P.3 berupa Kutipan  Akta Kelahiran atas

nama  ANAK,  yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang telah

dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301

ayat  (2)  R.Bg  juncto Pasal  1870  dan  1888  Kitab  Undang-undang  Hukum

Perdata memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende bewijskracht)

dan sempurna (volledig bewijskracht), secara materil alat bukti tersebut relevan

dengan perkara a quo dan telah membuktikan bahwa ANAK merupakan anak

kandung dari Galih Puslana dan Eva Yuliani;
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Alat Bukti Saksi

Menimbang,  bahwa  saksi  Penggugat  adalah  paman  Penggugat  dan

kakak kandung Penggugat. Saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk

dijadikan sebagai  saksi  (vide:  Pasal  172 R.Bg.  juncto Pasal  1910 dan 1912

Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata dan  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan),  masing-masing  secara  sendiri-sendiri  telah

memberikan  keterangan  di  hadapan  sidang  (vide:  Pasal  171  R.Bg.)  dan  di

bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah

memberikan  kesaksian  tentang  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan

dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis

sejak  bulan  Januari  tahun  2022,  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar

langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

2. Bahwa  penyebab  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah pada saat marah;

3. Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Maret

tahun 2022;

4. Bahwa  pihak  keluarga  pernah  berupaya  mendamaikan  Penggugat

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  keterangan  tersebut  di  atas  telah

disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg.

juncto Pasal  1907 Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata,  keterangan saksi

pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil  untuk

dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa saksi  kedua  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah

memberikan  kesaksian  tentang  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dengan
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Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan

dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis

sejak  bulan  Januari  tahun  2022,  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar

langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;

6. Bahwa  penyebab  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah karena  masalah ekonomi dimana Tergugat ingin mengembangkan

usahanya namun Penggugat tidak menyetujuinya dan Tergugat sering pergi

dari rumah pada malam hari tanpa izin dan keperluan yang jelas;

7. Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Maret

tahun 2022;

8. Bahwa  pihak  keluarga  pernah  berupaya  mendamaikan  Penggugat

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  keterangan  tersebut  di  atas  telah

disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg.

juncto Pasal  1907 Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata,  keterangan saksi

kedua  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah  memenuhi  syarat  materil  untuk

dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh

Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana

uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan

orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki

konflik  kepentingan (conflic  of  interest)  dengan perkara  a quo,  menyaksikan

hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan

saksi  tersebut  juga  saling  bersesuaian  dan  relevan  dengan  substansi  yang

mesti  dibuktikan  dalam  perkara  a  quo,  maka  sesuai  dengan  kekuatan

pembuktian saksi yang bersifat bebas (vrij  bewijskracht),  quod est Pasal 309

R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  alat  bukti  saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat  patut

dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  tersebut  secara  bersesuaian

menerangkan  dengan  pengetahuannya  sendiri  bahwa  antara  Penggugat
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dengan Tergugat  telah terjadi  perselisihan dan pertengkaran terus  menerus,

sehingga  Penggugat  telah  pisah  rumah  dengan  Tergugat  sejak  bulan  Maret

tahun 2022;

Alat Bukti Elektronik

Menimbang  bahwa  terhadap  bukti  Video  rekaman  yang  diserahkan

melalui  perangkat  flask  disk  tidak diuji  keautentikan diberi  tanda (bukti  P.4),

Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang  Nomor  11  Tahun  2008  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah

mengatur bahwa “Informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau

hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari

alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal

16  UU  ITE,  yang  pada  intinya  mengatur  bahwa  informasi  dan  dokumen

elektronik  harus  dapat  dijamin  ketersediaannya,  keutuhannya,  dan

keotentikannya.  Oleh  karenanya,  untuk  menjamin  terpenuhinya  persyaratan

yang dimaksud,  Majelis  menganggap perlu  agar  dilakukannya proses  digital

forensic terlebih dahulu;

Menimbang,  bahwa  bukti  elektronik  merupakan  bagian  informasi

elektronik yang kemudian menjadi alat bukti elektronik (digital evidence) yang

secara keabsahannya harus dilakukan verifikasi ketersediaannya, keutuhannya,

dan  keautentikannya  dengan  melakukan  digital  forensic oleh  pihak  yang

berwenang terlebih dahulu agar diterima sebagai alat bukti hukum yang sah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  di  atas,  maka  terhadap

informasi-informasi  elektronik  tersebut  (bukti  P.4)  ternyata  tidak  dilakukan

verifikasi orisinalitas dengan  digital forensic terlebih dahulu, sehingga Majelis

berpendapat  alat  bukti  elektronik  (digital  evidence)  tersebut  harus

dikesampingkan;

Pembuktian dari Tergugat

Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, maka

quod  est Pasal  283  R.Bg,  Majelis  Hakim  memberikan  beban  pembuktian
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(burden proof) kepada Tergugat guna membuktikan dalil-dalil bantahannya dan

kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat telah

mengajukan  alat  bukti  elektronik  berupa  video  rekaman  yang  diserahkan

melalui  perangkat  flask  disk  tidak  diuji  keautentikan  diberi  tanda (bukti  T),

Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang  Nomor  11  Tahun  2008  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah

mengatur bahwa “Informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau

hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari

alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal

16  UU  ITE,  yang  pada  intinya  mengatur  bahwa  informasi  dan  dokumen

elektronik  harus  dapat  dijamin  ketersediaannya,  keutuhannya,  dan

keotentikannya.  Oleh  karenanya,  untuk  menjamin  terpenuhinya  persyaratan

yang dimaksud,  Majelis  menganggap perlu  agar  dilakukannya proses  digital

forensic terlebih dahulu;

Menimbang,  bahwa  bukti  elektronik  merupakan  bagian  informasi

elektronik yang kemudian menjadi alat bukti elektronik (digital evidence) yang

secara keabsahannya harus dilakukan verifikasi ketersediaannya, keutuhannya,

dan  keautentikannya  dengan  melakukan  digital  forensic oleh  pihak  yang

berwenang terlebih dahulu agar diterima sebagai alat bukti hukum yang sah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  di  atas,  maka  terhadap

informasi-informasi  elektronik  tersebut  (bukti  T)  ternyata  tidak  dilakukan

verifikasi orisinalitas dengan  digital forensic terlebih dahulu, sehingga Majelis

berpendapat  alat  bukti  elektronik  (digital  evidence)  tersebut  harus

dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta  kejadian  yang  telah  dibuktikan

dalam persidangan,  Majelis  Hakim telah  berhasil  mengurai  pokok persoalan
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(tahlilu  al-niza’)  dalam perkara  a quo,  sehingga dapat  diformulasikan dalam

bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada

15 Oktober  2019,  telah bergaul  sebagaimana layaknya suami  isteri  dan

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. B

ahwa  indikator  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

adalah  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  rumah  semenjak  bulan  Maret

tahun 2022, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami

isteri;

3. B

ahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat namun tidak berhasil,  pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi

merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum

gugatan  Penggugat  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terbukti  di  persidangan

dengan pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam al-qadha’i) sebagai berikut;

Pertimbangan Masing-Masing Petitum Gugatan Penggugat

Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu)

yang  mohon  gugatan  Penggugat  dikabulkan,  maka  oleh  karena  petitum

tersebut  berkaitan  dengan  petitum  yang  lain,  akan  Majelis  Hakim  jawab

kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua)

yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat

terhadap  Penggugat,  Majelis  Hakim  mengemukakan  pertimbangan  hukum

sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian Secara Syar’i
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Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara

Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil

syar’i, sebagai berikut:

a. S

urat Ar-Rum, ayat 21:

ن   ۡأنَ ۦٓتِهِءٰاََيََۡ وَمِن مِّ لتِّسَ ٗجوَٰۡأزَۡ أنَفسُِكمُۡ خَلقََلكَمُ إِليَ ٓكنُوُۡا وَجَعَلَبَي  ۡاْ مّوَدةّ ۡهَا ذَ   ۚمَةًۡورََحٗ نكَمُ فِي لكَِ ٰإنِّ

يتَفَكَرَُّونَ   ٖمۡلقِّوَٖ تٰيَٓلأَ

Terjemahnya: Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia

menciptakan  untukmu istri-istri  dari  jenismu sendiri,  supaya

kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan

dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, [21]).

b. H

adis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam  Kitab Sunan Ibnu Majah,

Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

ولضرَارَ  لضرَر

Terjemahnya: Janganlah  kamu  berbuat  mudarat  (kerusakan)  dan  jangan

pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c. K

aidah fiqhiyah yang terdapat dalam  Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz I,

halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

sebagai berikut:

اخفهما       ضررابارتكاب اعظمهما روعي مفسدتان تعارض اذا

Terjemahnya: Apabila  terjadi  dua mudharat  harus  diambil  mudharat  yang

lebih ringan.

d. P

endapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad

Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

يجوز                  طبقتهما في هما ومن أمثالها بين العسرة دوام معه يستطيع ل بما الزوج إضرار الزوجة ادعت إذا

بينهما                الصلح عن القاضي وعجز دعواها اثبتت فإذا وبينه بينها التفريق القاضي من تطلب ان لها

بائنة    طلقة عليه .طلقها
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Terjemahnya: Apabila  seorang  istri  menggugat  atas  tindakan  aniaya

suaminya,  baik  berupa  ucapan  maupun  tidakan,  yang

menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan

rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut

boleh  untuk  menggugat  kepada  hakim  agar  ia  diceraikan

dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti  dan

hakim  tidak  dapat  untuk  mendamaikan  keduanya,  maka

hakim menceraikan keduanya dengan talak ba’in.

e. P

endapat  ulama Malikiyah  yang  terdapat  dalam  Kitab  al-Fiqh  al-Islami  wa

Adillatuhu,  Juz  VII,  halaman  527  sampai  dengan  halaman  528,  yang

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وبلء               جحيماً الزوجية الحياة تصبح ل وحتى للنزاع، منعاً للضرر، أو للشقاق التفريق المالكية ...وأجاز

Terjemahnya Ulama  Malikiyah  memperbolehkan  terjadinya  perceraian

dengan  alasan  syiqaq  (perselisihan  dan  pertengkaran)  dan

bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk

perbuatan  maupun  perkataan),  untuk  mengantisipasi

terjadinya  permusuhan  (antara  pasangan  suami  istri),

sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan

menyusahkan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar’i tersebut di

atas,  jelas  bahwa  tujuan  hakiki  pernikahan  adalah  untuk  mewujudkan

ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling

mencintai  (mawaddah)  dan  menyayangi  (rahmah),  saling  menjalankan

kewajiban  masing-masing,  sehingga  apabila  rumah  tangga  sudah  berubah

menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami

istri  dalam  waktu  yang  berjalan  secara  terus  menerus,  suami  sudah  tidak

menjalankan  kewajibannya  kepada  istri,  maka  secara  syar’i,  seorang  istri

dibenarkan  untuk  menghadap  ke  hadapan  sidang,  mohon  agar  diceraikan

dengan suaminya;

Menimbang,  bahwa  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

terdapat  2  (dua)  kemudaratan.  Pertama,  mempertahankan  rumah  tangga
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Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal serta salah satu pihak

bersikukuh untuk bercerai. Kedua, menceraikan Pengguggat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  pada  dasarnya  suatu  kemudaratan  harus

dihilangkan. Namun, dalam perkara a quo terdapat 2 (dua) kemudaratan yang

saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-

sama.  Karena  itu,  Majelis  Hakim  berpendapat,  dalam perkara  a  quo harus

diambil kemudaratan yang lebih ringan. 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kaidah  fikih  di  atas,  meskipun  pada

dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, akan

tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

yang  telah  menimbulkan  kesulitan  (masyaqqah)  bagi  Penggugat  untuk

melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat,  sehingga kebutuhan

akan  terjadinya  perceraian  dalam  perkara  a  quo setidak-tidaknya  telah

mencapai tingkat hajiyah, sebagai alternatif terakhir (ultimum remedium) untuk

menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat  dari  ikatan rumah tangga yang

sudah  tidak  lagi  memberikan  kedamaian  bagi  keduanya  serta  memelihara

kehormatan  Penggugat  dengan  Tergugat,  supaya  tidak  terjadi  kemudaratan

yang lebih besar;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  perceraian  Majelis  Hakim

berpendapat,  bahwa tidak  ada  pihak  pada  posisi  menang  atau  kalah.  Oleh

karenanya  dalam  hal  gugatan  Penggugat  dikabulkan  bukan  merupakan

kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi

perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  dapat  disatukan  lagi  dalam  membina

rumah tangganya;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Penggugat tetap

ingin  bercerai  meskipun  telah  diberikan  nasihat  dalam  persidangan  namun

Penggugat bertahan dengan keinginannya sehingga dapat dihukumi tidak ada

lagi keinginan Penggugat meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sebagai

suami istri;

Pertimbangan Sosiologis
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Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan

Tergugat berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat

perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka

dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai

perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), sehingga kondisi rumah

tangga  yang  demikian  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  sendi  dasar  susunan

kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  aturan  mengenai  perceraian  hanya

dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang Nomor  1  Tahun  1974 juncto  Pasal  115  KHI)  dan  perceraian  harus

memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan

di  Indonesia  dan  di  antaranya  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (2)  beserta

Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) PP

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI jis. Yurisprudensi Mahkamah

Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 jo.

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  379/K/AG/1995,

tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hakim;

Menimbang,  bahwa  terdapat  doktrin  yang  harus  diterapkan  dalam

perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt“ akan tetapi “broken marriage“

oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang

bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus

dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak.

Hal  ini  sesuai  dengan  stare  decisis  diantaranya  Yurisprodensi  Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996,

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  serta  apakah  faktor-faktor

perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau
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sebagian, Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih

jauh  karena  pada  dasarnya  sudah  terbukti  antara  Penggugat  dan  Tergugat

telah terjadi  perselisihan yang terus-menerus yang sulit  dirukunkan kembali,

karena  sejalan  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:

534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat

Majelis  Hakim  yang  abstraksinya  menyatakan  bahwa,  ”Bahwa  dalam

perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan

itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Menimbang,  indikator  broken  marriage (pecah  rumah  tangga)  dalam

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang

diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu;  a.sudah ada upaya

damai  tetapi  tidak  berhasil,  b.sudah  tidak  ada komunikasi  yang  baik  antara

suami  istri,  c.salah  satu  pihak  atau  masing-masing  pihak  meninggalkan

kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal

bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya

WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang,  bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

telah dipertimbangkan oleh Majelis  Hakim secara  cukup dan seksama telah

mengalami  broken marriage  (pecahnya rumah tangga) dengan lebih dari satu

indikatornya  sebagaimana  fakta  hukum  perkara  a  quo  sehingga  meskipun

perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari

halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta

menyangkut pertanggungjawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata

dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi

salah  satu  indikator  broken marriage sehingga perceraian  dapat  dibenarkan

(vide: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Tentang Keberatan Perceraian Tergugat

Menimbang, meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan

Penggugat namun berdasarkan telah terpenuhinya alasan pertimbangan syar’i,

psikologis,  sosiologis  dan  yuridis  gugatan  Penggugat maka  Majelis  Hakim
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menilai  keberatan  perceraian  Tergugat  bukan  menjadi penghalang  Majelis

Hakim  untuk  mengabulkan  gugatan  Penggugat  demi mewujudkan  keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum bagi keduanya;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  (tahlilu  al-niza’)  dan

alasan  beserta  dasar  hukum  (tasbib  al-ahkam)  yang  telah  Majelis  Hakim

kemukakan di atas, maka  petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut

untuk dikabulkan;

Penjatuhan Talak

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan

dijatuhkan  terhadap  Penggugat,  Majelis  Hakim  memandang  perlu  untuk

mengutip  dalil  syar’i yang  terdapat  di  dalam  Kitab  al-Fiqh  al-Islami  wa

Adillatuhu,  karangan  Wahbah  al-Zuhaily,  Juz  VII,  halaman  529,  yang

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

كان                إذا لنه به؛ إل يزول ل الضرر لن بائن؛ طلق للشقاق القاضي يوقعه الذي الطلق

الضرر            إلى والعودة العدة، في المرأة مراجعة من الزوج تمكن ً .الطلقرجعيا

Terjemahnya: Talak  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  berdasarkan  alasan

pertengkaran adalah talak ba’in, karena kemudaratan hanya

bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila

talak  yang  dijatuhkan  adalah  talak  raj’i,  maka  tentu

dimungkinkan  suami  untuk  rujuk  kembali  kepada  istrinya,

dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi

kemudaratan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar’i

di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum

Islam  yang  menentukan  bahwa  perceraian  yang  didasarkan  atas  putusan

pengadilan adalah tergolong talak bain shughra;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  berdasarkan  fakta  di  persidangan,

antara Penggugat  dengan Tergugat  selama ini  masih terikat  tali  pernikahan,

belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan  syar’i dan yuridis di
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atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain

shughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Petitum Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 3 (tiga) memohon

untuk menetapkan anak  yang bernama  ANAK,  laki-laki  umur  2 (dua) bulan,

berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  ini  Tergugat  telah  memberikan

tanggapan dalam jawaban yang pada pokoknya keberatan menyerahkan hak

asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum  ini  Majelis  Hakim

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu syarat utama pengasuhan hak asuh anak

adalah adanya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dengan

anak yang akan diasuh, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai ada

tidaknya hubungan darah tersebut antara ANAK dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan

bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak serta keterangan

saksi-saksi bahwa anak atas nama ANAK adalah anak kandung dari Penggugat

dan Tergugat, sehingga gugatan untuk menetapkan hak asuh anak ini  dapat

dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh

Tergugat  dan  keluarganya.  Anak  tersebut  dalam kondisi  sehat  dan  tumbuh

kembang dengan baik; 

Menimbang,  bahwa  dalam  keterangan  alat-alat  bukti  yang  diajukan

Penggugat  tidak  terbukti  ada  terdapat  kelakuan  buruk  Penggugat  sebagai

seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat  tetap bersikukuh meminta

kepada pengadilan untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat, maka

Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Pemeliharaan

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"
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Menimbang,  bahwa  dasar  dalam  menentukan  siapa  yang  berhak

memegang  hak  asuh  terhadap  anak  tidak  semata-mata  disandarkan  pada

pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal

105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan

cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik

anak.  Tegasnya,  penetapan  siapa  yang  memegang  hak  asuh  anak  harus

disandarkan  pula  pada  pertimbangan  dengan  siapa  anak  tersebut  diasuh

sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara  wajar  sesuai  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  dan  Yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007); 

Menimbang,  bahwa dalam Kitab  Kifayatul  Akhyar Juz  II  Halaman 93

dinukilkan  salah  satu  Hadis  Rasulullah  saw.  yang  menetapkan  siapa  yang

berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil

alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

    : إن          الله رسول يا وقالت إمراءة أتته وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

أباه              وإن خواء له وحجرى سقاء له ولثديي وعاء له بطنى كان هذا ابني

     : لم          ما به أحق أنت ص الله رسول لها فقال مني ينزعه أن وأراد طلقنى

تنكحى

Artinya : “Bahwasanya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan

berkata  (wanita):  'Ya  Rasulullah  sesungguhnya  anak  saya  ini  perut

sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya

serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya,  sedang ayahnya telah

menceraikan saya dan ia  bermaksud untuk  memisahkan anakku dari

padaku',  maka sabda Rasulullah saw. padanya:  'Engkau lebih berhak

terhadap anakmu selama engkau belum kawin’”

Menimbang,  bahwa  mengenai  syarat  apa  yang  harus  dipenuhi  bagi

pemegang hak asuh anak (hadhanah)  dikemukakan dalam oleh Ulama Fiqh

Kontemporer, Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz VII

hal.  726-727 yang selanjutnya diambil  alih sebagai  pendapat Majelis Hakim,
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bahwa syarat-syarat umum bagi pemegang hak asuh anak adalah 1) Baligh, 2)

Berakal dan bukan pemboros, tidak bodoh, tidak memiliki penyakit menular, 3)

Mampu untuk mendidik  anak,  4)  Amanah dan bukan pemabuk,  pezina,  dan

tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, dan 5) Beragama Islam;

Menimbang, bahwa  Bahwa selain syarat umum tersebut, bagi seorang

ibu juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana tercantum dalam kitab

yang sama pada halaman 728-729, yaitu: 1) Belum menikah lagi dengan orang

lain, 2) Memiliki hubungan darah dengan anak yang diasuh, 3) Bukan orang

yang  meminta  bayaran  atas  pengasuhannya  tersebut  ketika  suami  dalam

keadaan susah, dan 4) tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi

oleh anak yang diasuh;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  yang  terungkap  menunjukkan  anak

Penggugat dan Tergugat  selama diasuh oleh Penggugat hidup secara wajar

dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang,  bahwa dari keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat

selama  anak  tinggal  bersama  Penggugat,  Penggugat  dapat  menjalankan

kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat anak Penggugat dan

Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan atau kemashlahatan

anak akan tetap terjaga bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah

umur sangat membutuhan kasih sayang seorang ibu untuk merawatnya dengan

penuh cinta  dan ketulusan.  Majelis  Hakim berpendapat  oleh  karena selama

anak  tersebut  dirawat  oleh  Penggugat  dirawat  dengan  baik  dan  terjamin

kehidupannya,  maka  akan  lebih  bermanfaat  dan  sejalan  dengan  prinsip

perlindungan dan penjaminan hak-hak anak jika anak Penggugat dan Tergugat

diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  meneliti  seluruh  prasyarat

bagi kelayakannya untuk memegang hak asuh anak, Penggugat ternyata telah

memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa  karena  secara  yuridis  anak  tersebut  belum

mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih

membutuhkan  kasih  sayang  dan  perawatan  dari  seorang  ibu  yang
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mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut,

maka sejalan dengan ketentuan Pasal  105 huruf  a Kompilasi  Hukum Islam,

Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak

dan berhak terhadap anak Penggugat  dan Tergugat  tersebut  terhitung sejak

putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut mumayyiz

(berusia 12 tahun atau telah mampu membedakan antara yang baik dengan

yang buruk), kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental; 

Menimbang,  bahwa  salah  satu  hak  asasi  anak  adalah  mendapatkan

kasih  sayang  dari  kedua  orang  tuanya,  sekalipun  ia  pada  akhirnya  diasuh

secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal

14  ayat  (2)  menegaskan  hak-hak  anak  yang  berada  dalam  pengasuhan

terpisah mencakup: 

1. Hak  untuk  bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi  secara  tetap

dengan kedua orang tuanya;

2. Hak  untuk  mendapatkan  pengasuhan  pemeliharaan,  pendidikan,  dan

perlindungan  untuk  proses  tumbuh  kembang  dari  kedua  orang  tuanya

sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. 

Menimbang,  bahwa  meskipun  hak  hadhanah ditetapkan  berada  di

tangan Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah

kandung  mempunyai  kekuasaan  terhadap  anak  dalam  menentukan  arah

kebijakan  tentang  pendidikan  dan  kesejahteraan  anak  dan  juga  dalam

mencurahkan  kasih  sayang  selaku  ayah  kepada  anaknya.  Oleh  sebab  itu,

Penggugat  wajib  bermusyawarah  dengan  Tergugat  dalam menentukan  arah

kebijakan  tentang  anak,  baik  mengenai  pendidikan,  kesehatan,  dan

perkembangan  anak.  Penggugat  tidak  dibenarkan  menghalang-halangi

Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu

dengan ayah  kandungnya sendiri  sepanjang hal  itu  tidak  mengganggu  bagi

kesejahteraan  anak.  Karena  hak  pengasuhan  anak,  bukanlah

mempertimbangkan  kepentingan  Penggugat  ataupun  kepentingan  Tergugat,
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yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah

diubah  dan  diperbarui  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  dan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang,  bahwa  apabila  terbukti  secara  nyata  Penggugat  tidak

memberikan  hak  akses  kepada  Tergugat  untuk  bertemu  dengan  anak  dan

terbukti  merugikan  bagi  perkembangan  dan  pertumbuhan  anak,  baik  fisik

maupun  mental,  maka  pengadilan  dapat  mencabut  dan  memindahkan  hak

tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2017  angka  4  sebagai  pedoman

pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

4.

Petitum biaya perkara

Menimbang,  bahwa  menjawab  petitum  gugatan  Penggugat  poin  4

(empat)  tentang  pembebanan  biaya  perkara,  maka  oleh  karena  perkara  ini

termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  biaya  perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di  atas,

maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki  kedudukan hukum (legal  standing)  untuk mengajukan

perkara a quo;

2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab

petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu);

Pertimbangan Penutup
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Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sugra Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan  anak yang bernama  ANAK  umur 16 (enam belas) bulan

berada  di  bawah  pemeliharaan  (hadhanah)  Penggugat  dengan

memerintahkan kepada  Penggugat agar memberi  akses kepada Tergugat

untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama Sukadana  pada  hari  Kamis  tanggal  22  Desember  2022

Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh  Sena

Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. sebagai Ketua Majelis,  Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan

Lasifatul  Launiyah,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan  Faizal Habib, S.H.I.

sebagai  Panitera  Pengganti,  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  diluar  hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.
Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Lasifatul Launiyah, S.H.
Panitera Pengganti,
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Faizal Habib, S.H.I.
Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 60.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 400.000,00

4. Meterai : Rp             10.000,00  

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah). 
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